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ALFARIS, (B11109451), Analisis Yuridis Pengawasan dan 
Pengendalian Wilayah Dirgantara Indonesia Terhadap Pesawat Udara 
Asing Ditinjau dari Hukum Internasional (dibimbing oleh Dr. Abdul 
Maasba Magassing,S.H.,M.H. dan Alberlt Lokollo S.H.,M.H.). 
Negara yang berdaulat diartikan sebagai negara yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi (supreme authority) yang berarti bebas dari 
kekuasaan negara lain. Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang 
udara di atas wilayahnya. Kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas 
wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Pelanggaran wilayah udara 
adalah suatu keadaan, di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau 
militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari 
negara yang dimasukinya. Masalah yang ada dalam kedaulatan negara di 
ruang udara adalah pelanggaran batas yang sering dilakukan oleh 
pesawat militer atau pesawat sipil dari negara lain. Maka dari itu penelitian 
ini dilakukan untuk menganalisis apakah hukum udara internasional yang 
ada sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimanakah 
penegakan hukum yang ada di dunia internasional dan di Indonesia 
sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. 
Berdasarkan hasil penelitian, Hukum yang ada di Indonesia mempunyai 
beberapa persamaan dengan hukum internasional karena hukum udara 
nasional diadaptasi dari hukum udara internasional. Berdasarkan hukum 
udara nasional Indonesia memberikan pemberitahuan dan peringatan, 
pemaksaan pendaratan pada pesawat militer atau pesawat sipil asing 
tersebut, pengusiran dari zona larangan terbang, melakukan penyidikan 
serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggar maupun negara 
pelanggar apabila tindakan pelanggaran tersebut dianggap 
membahayakan keamanan dan pertahanan kedaulatan Wilayah Negara 











Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
Maha pemurah lagi Maha kasih yang selalu menunjukkan keindahan 
terbaik dengan segala misteri yang selalu ditunjukkan-Nya dengan cara-
Nya yang menakjubkan. Dzat yang selalu melimpahi penulis dengan 
Rahmat hingga akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui tulisan ini, penulis ingin 
menghaturkan terimakasih tak berujung atas segenap rasa haru dan 
bangga kepada semua pihak yang telah menjadi penopang, menjadi 
sandaran, dan tentunya menjadi elemen penting hingga penyusunan 
skripsi ini terselesaikan.  
Sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada kedua orang 
tua terhebat sejagad raya, Ayahanda Alimuddin dan Ibunda                 
Hasnati. Terima kasih tiada tara untuk rasa cinta dan kasih sayang yang 
luar biasa yang telah dicurahkan kepada penulis. Terima kasih pula untuk 
saudara-saudara penulis, Haslianti, Alfianti dan Muh. Sofian.                
Serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa selalu mendukung dalam 
 vii 
pencapaian cita-cita menuju kehidupan yang lebih baik kelak, terima 
kasih. 
Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, 
bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. 
Untuk itu melalui tulisan  ini secara khusus dan penuh kerendahan hati 
penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak 
Dr.A.Maasba Magassing, S.H.,M.H. dan bapak Albert Lokollo, 
S.H.,M.H. selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan 
tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT sang Maha segala 
Kasih senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada 
Beliau berdua. 
Melalui  tulisan ini pula penulis menyampaikan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. 
2. Prof.Dr.Farida Patittingi,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.  
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. , selaku Wakil Dekan Bidang 
Akademik. Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H. , selaku Wakil Dekan 
Bidang Perlengkapan dan Keuangan. Dr. Hamzah, S.H., M.H. , selaku 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. 
 viii 
4. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik 
yang telah membimbing dan menuntun penulis dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan di bidang akademik. 
5. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H,.M.H. , selaku Ketua Bagian Hukum 
Internasional dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. , selaku 
Sekertaris Bagian Hukum Internasional. 
6. Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H., Inneke Lihawa, S.H., M.H., dan 
Maskun, S.H., LLM., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya 
dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis, guna 
kesempurnaan skripsi ini. 
7. Para Dosen / pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
8. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah 
banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi 
hingga selesainya skripsi ini. 
9. Keluarga Besar Limited Games, Terima kasih untuk semua 
kebersamaan dan pembelajaran dalam menjalin persahabatan .    
10. Teman-teman seangkatan DOKTRIN 2009, serta teman-teman yang 
tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan 
semangatnya selama ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis 
terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna 
 ix 
menyempurnakan penyajian skripsi ini kelak  dan semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
Akhir kata,  semoga Allah SWT senantiasa menyisipkan limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala kebaikan yang kita usahakan. 
Aamiin. 
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Makassar, 25 November 2014 
 
Penulis 







HALAMAN JUDUL .............................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................  ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  ....................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...............................  iv 
ABSTRAK ..........................................................................................  v 
KATA PENGANTAR  .........................................................................  vi 
DAFTAR ISI ........................................................................................  vii 
BAB I  PENDAHULUAN ...............................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ...............................................  1  
B. Rumusan Masalah ........................................................  8 
C. Tujuan Penelitian ..........................................................  8 
D. Manfaat Penelitian ........................................................  9 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  .....................................................  10 
A. Pengertian .....................................................................  10   
1. Wilayah Udara .........................................................  10 
2. Pesawat Udara ........................................................  20 
3. Penerbangan ...........................................................  22 
3.1  Penerbangan Sipil Internasional .......................  24 
3.2  Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
(ICAO) ................................................................  27 
 xi 
B. Hukum Udara ................................................................  27 
1. Sejarah Singkat dan Pengertian Umum Tentang 
Hukum Udara ..........................................................  27 
2. Prinsip-Prinsip Hukum Udara Internasional ...........  33 
3. Sumber Hukum Udara Internasional ......................  38 
3.1  Konvensi Paris 1919 ........................................  38 
3.2  Konvensi Chicago 1944 ...................................  40 
3.3  Konvensi Tokyo 1963 .......................................  42 
3.4  Konvensi Montreal 1971 ..................................  43 
3.5  Konvensi The Hague 1970 ..............................  45 
 
BAB III  METODE PENELITIAN .....................................................  47 
A. Lokasi Penelitian ...........................................................  47 
B. Metode Pendekata ........................................................  47 
C. Teknik Pengumpulan Data ...........................................  48 
D. Teknik Analisis Data .....................................................  48 
  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................  50 
A. Penerapan Peraturan Bagi Pesawat Udara Asing 
dalam Melakukan Lintas Udara di Wilayah Kedaulatan 
Negara Indonesia ..........................................................  50 
1. Hukum Internasional yang mengatur pelanggaran 
kedaulatan di wilayah udara. ...................................... 53 
 xii 
2. Penerapan Hukum Udara Nasional di Indonesia 
terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara 
Indonesia oleh pesawat sipil asing ..........................  57 
B. Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap 
pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia 
oleh pesawat sipil asing ................................................  61 
C. Upaya pengendalian wilayah dirgantara terhadap 
penerbangan pesawat asing .........................................  66 
 
BAB V  PENUTUP ..........................................................................  70 
A. Kesimpulan ...................................................................  70 
B. Saran  .........................................................................  71 
 









A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara 
kepulauan (Archipelagic State), terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil 
yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.499, dengan luas 
perairan lautnya mencapai ± 5.900.000 km2 dan garis pantai sepanjang ± 
81.000 km2. Begitu luasnya wilayah kedaulatan NKRI, sehingga negara 
Indonesia memiliki ruang udara yang sangat luas untuk digunakan oleh 
wahana udara bagi kepentingan penerbangan sipil maupun militer.1 
Secara geografis wilayah negara Indonesia letaknya sangat 
strategis, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat 
dipadati oleh lalu lintas laut maupun udara. Padatnya jalur perlintasan alat 
angkut air dan udara oleh banyak negara sering menimbulkan berbagai 
permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum, baik terhadap 
hukum nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap 
kewibawaan sebagai negara yang berdaulat.2 
Kondisi wilayah udara nasional yang sedemikian luas, tentunya 
berpotensi mengundang kerawanan terjadinya kecelakaan udara dan 
ancaman pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Indonesia 
                                                         
1  HANKAM,” Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna 
Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka 
Memperkokoh Kedaulatan NKRI”, Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, November, 2013, 
Edisi 16, hlm. 70. 
2 Ibid. 
 2 
dengan menggunakan wahana udara. Ancaman pelanggaran wilayah 
udara nasional, selain mengganggu keamanan nasional yang berkaitan 
dengan kegiatan penerbangan, juga berpengaruh terhadap kedaulatan 
wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara.3 Salah satu upaya 
pengelolaan wilayah udara nasional adalah dengan melakukan 
pengaturan lalu lintas ruang udara, tidak hanya untuk keselamatan 
penerbangan dan penegakan wilayah kedaulatan negara, tetapi juga 
untuk kepentingan ekonomi nasional Indonesia. 
Kedaulatan wilayah udara nasional belum dapat memberikan 
manfaat sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Wilayah udara 
nasional Indonesia yang sangat luas ini belum diatur untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan maupun ekonomi. Tujuan pengaturan wilayah 
udara nasional saat ini baru terbatas untuk memenuhi kepentingan 
keselamatan penerbangan semata, belum diarahkan kepada kepentingan 
ekonomi nasional. Di samping itu, pengaturan lalu lintas ruang udara 
Indonesia masih dikendalikan oleh negara asing, alasannya negara 
Indonesia dinilai belum memiliki sumber daya manusia dan sarana 
prasarana pendukungnya berstandar internasional.4 
Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. 
Dari sudut ilmu bahasa kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah 
                                                         
3 Ibid. hlm. 71 
4 Ibid. 
 3 
kekuasaan tertinggi atas pemeritahan negara, daerah, dan sebagainya. 
Dalam konteks ilmu tata negara, Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan 
dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat 
dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di 
bawah kekuasaan lain.5 Namun demikian dalam proses perkembangan 
lebih lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan negara. 
Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan 
tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara 
lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian 
dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (Relative 
Sovereignty of State). Dalam konteks hukum internasional, negara yang 
berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum 
internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.6 
Melihat dari kenyataan di lapangan, akhir-akhir ini banyak pesawat 
asing yang melintas di wilayah udara negara Indonesia. Pesawat-pesawat 
asing melintas tanpa seizin menara pengawas yang ada di darat. 
Biasanya kebanyakan pesawat yang melintas tanpa izin adalah pesawat-
pesawat militer negara asing. Masalah ini sudah sering terjadi dan 
dirundingkan bersama dengan negara yang pesawatnya melintas di 
wilayah udara negara Indonesia. 
                                                         
5 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, 
Graha Ilmu, Yogyakarta ,2011. hlm. 8 
6 Ibid. 
 4 
Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat 
terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang 
memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas 
ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan 
wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala upaya untuk 
mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya 
kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi 
ini merupakan bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep 
„keamanan nasional‟ yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi 
apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (core values), dimana 
pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan 
menggunakan segala elemen power dan resources yang ada serta 
melingkupi semua aspek kehidupan.7 
Kekuatan dirgantara adalah salah satu bagian penting dari potensi 
nasional suatu bangsa yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan 
pertahanan keamanan negara diwilayah udara. Oleh karena itu konsepsi 
dasar kekuatan dirgantara mengacu pada pengertian dasar dan 
memperhatikan pemahaman akan karakteristik kekuatan dirgantara,yang 
berlaku umum didunia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan 
keamanan negara. Hal ini tidak terpisahkan dari kekuatan darat maupun 
laut dalam mengantisipasi  pertahanan dan keamanan suatu negara.  
                                                         
7 Mufti Makarim. A, Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara 
Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional, 2005. hlm. 89 
 
 5 
Untuk mempertahankan negara khususnya diwilayah udara dalam 
bentuk kekuatan dirgantara diperlukan aturan-aturan yang relevan, namun 
tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan 
utama dari pembentukan aturan tersebut. Seperti yang termuat  dalam 
pasal 30 ayat 1 UUD 1945, amandemen kedua yang menyatakan bahwa 
:8 
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara”. 
 
Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara, yang berbunyi : 
“Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahakan 
kedaulatan negara, keuntungan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. 
 
Situasi yang demikian memerlukan adanya upaya pengaturan 
menyangkut wilayah dirgantara. Untuk diketahui bahwa wilayah udara 
pada perinsipnya merupakan wilayah kedaulatan suatu negara, namun 
tidak menutup kemungkinan pesawat udara asing dapat melintas diatas 
kedaulatan  wilayah udara suatu negara yang bersifat utuh dan penuh. Hal 
ini terlihat jelas dengan adanya pesawat asing yang melakukan lintas 
udara diwilayah yurisdiksi nasional tanpa izin, seperti pesawat Amerika 
Serikat yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia, hal ini 
menimbulkan banyak dugaan bahwa kekuatan udara Indonesia masih 
sangat lemah, meskipun kita ketahui bahwa hal tersebut telah diatur 
                                                         
8 Ibid 
 6 
dalam beberapa bentuk anturan internasional maupun nasional. 
Sehubungan dengan kejadian tersebut, pemerintah Indonesia harus 
berjuang mempertahankan statusnya sebagai negara kepulauan yang 
mempunyai hak mengatur lalu lintas udara dan laut, sehingga kedaulatan 
wilayah tetap terjaga. 9 
Dapat dipahami bahwa penegakan kedaulatan negara diwilayah 
udara juga merupakan salah satu tugas dari pemerintah untuk 
memberikan perhatian khusus mengenai wilayah udara dalam menjaga 
keutuhan negara, karena langsung atau tidak,dapat berdampak pada 
pertahanan atau keamanan negara. Hal ini meliputi pengendalian 
penerbangan bagi pesawat udara asing yang memasuki wilayah udara 
nasional, maka harus mendapatan izin dari negara Indonesia sebelum 
melakukan penerbangan diwilayah yurisdiksi nasional, misalnya berupa 
security clearance dari Mabes TNI yang harus dimiliki sebelum 
penerbangan, karena hal ini merupakan ketentuan nasional yang harus 
ditaati guna penegakan hukum.  
Di atas zona-zona maritim secara mutlak berada dibawah kedaulatan 
dan yurisdiksi negara pantai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Convention 
on International Civil Aviation Chicago 194410 tentang Penerbagan Sipil 
Internasional yaitu tunduk kepada izin negara yang dilintasi pesawat udara 
asing untuk terbang di atas wilayahnya. 
                                                         
9 Harian Kompas. Pertahanan Udara RI Sangat Lemah, 5 Juli 2003. hlm.15 
10 Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 December 1944. 
 7 
Selanjutnya pengaturan penerbangan pesawat udara asing dapat 
ditinjau baik secara interbasional maupun nasional. Pengaturan secara 
internasional dapat ditinjau secara yuridis dalam Konvensi Chicago 1944 
tentang Penerbangan Sipil Internasional  dan Konvensi Hukum Laut 1982. 
Konvensi tersebut mengatur berbagai kegiatan penerbangan pesawat 
udara serta kedaulatan negara sehubungan dengan penerbangan 
pesawat udara asing di wilayah udara nasional. Konvensi Hukum Laut 
1982 mengatur penerbangan internasional  dan kedaulatan suatu negara, 
seperti pada pasal 53 ayat 1 yang menyatakan :  
“Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan 
penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan kapal dan 
pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta 
secepat mungkin melalui atau diatas perairan kepulauanya dan 
laut teritorial yang berdampingan dengannya”. 
 
Sehubungan dengan itu peraturan perundang-undangan 
penerbangan nasional yang telah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya 
Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan 
Pemerintah No. 40 tahun 1995 tentang Angkatan Udara, serta peraturan 
lainnya, menyangkut masalah wilayah udara yang merupakan bagian 
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 
peranan penting dalam pertahanan wilayah udara nasional. 
Dari uraian diatas, maka TNI-AU selaku penegak kedaulatan negara 
diudara bertanggungjawab pertahanan dan keamanan wilayah nasional, 
dalam tugasnya sebagai militer. Namun perlu diketahui bahwa peran serta 
warga sipil dan instansi sipil juga tidak lepas dari tanggung jawab atas 
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pertahanan dan keamanan negara, dalam hal ini pihak bandara udara 
yang sangat dekat dengan kegiatan penerbangan. Hal ini merupakan 
tugas berat bagi militer dan sipil sebagai komponen negara, akan tetapi 
mengembirakan bagi kita yang mengiginkan Indonesia mempunyai “Air 
Power” dan “Space Power” yang tangguh.11 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukan diatas, maka rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagamanakah pengaturan penerbangan bagi pesawat udara asing 
yang melakukan lintas udara dalam yurisdiksi wilayah kedaulatan 
suatu negara menurut hukum internasional? 
2. Bagaimanakah upaya pengawasan dan pengendalian wilayah 
udara terhadap penerbangan pesawat asing di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang 
lintas udara pesawat asing didalam wilayah kedaulatan suatu 
negara menurut hukum internasional. 
2. Untuk mengetahui penegakan undang-undang penerbangan 




                                                         
11 E. Suherman , Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Bandung : Penerbit 
Alumni.1984. hlm 2. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan 
kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori 
hukum internasional, khususnya dalam bidang penerbangan 
internasional ditinjau dari Convention on International Civil 
Aviation,1944 atau lebih dikenal dengan nama Konvensi 
Chicago 1944. 
2. Manfaat Praktis. Bagi masyarakat luas memberikan sumber 
informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan 
masyarakat khususnya kajian mengenai penerbangan 
internasional ditinjau dari Convention on International Civil 















A.  Pengertian 
1. Wilayah Udara 
Wilayah udara Indonesia terdiri dari wilayah atas daratan, laut 
teritorialsejauh 12 mil, atas perairan kepulauan yaitu laut antar pulau 
Indonesia dan atas perairan pedalaman. Kemudian Indonesia juga 
mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu zona tambahan maksimal 24 mil laut 
yang diukur dari garis dasar laut teritorial, zona ekonomi eksklusif sejauh 
200 mil dan landas kontinen yang tidak melebihi 350 mil laut. Khususnya 
wilayah udara di atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas 
kontinen adalah wilayah udara bebas namun Indonesia dari aspek wilayah 
udara tetap berkepentingan terutama dalam aspek ekonomi. Adapun 
wilayah tersebut dengan status hukumnya adalah :12 
a. Ruang Udara di Atas Wilayah Daratan. Indonesia mempunyai 
perbatasan daratan dengan negara Malaysia dan Papua Nugini 
serta Timor Leste. Sebagai negara kepulauan, wilayah daratan dan 
perairan serta laut teritorial Indonesia merupakan satu kesatuan 
geografis dalam dimensi horizontal yang tidak bisa dipisahkan satu 
dengan lainnya. Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh dan 
                                                         
12  Evi Zuraida,” Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi 
Penerbangan pada Flight Information Region (FIR) Singapura di Atas Wilayah Udara 
Indonesia berdasarkan Perjanjian antara Indonesia Singapura Tahun 1995”(Tesis, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012). 
 11 
utuh terhadap ruang udara di wilayah kedaulatannya. Kedaulatan 
yang penuh dan utuh terhadap ruang di atas daratan mempunyai 
sifat mutlak dan tidak mengenal perkecualian. 
b. Ruang Udara di Atas Perairan Kepulauan. Perairan Indonesia 
adalah laut yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan 
negara Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari 
pantai. Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap ruang udara di 
atas perairan kepulauan. Namun, sebagai negara kepulauan harus 
menyediakan alur laut kepulauan lintas kapal dan pesawat udara 
asing yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam Konvensi PBB 
tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). Berdasarkan 
Konvensi ini, Kedaulatan Indonesia ini mengandung perkecualian, 
yaitu terdapat rezim ruang udara di atas alur laut kepulauan yang 
memberikan hak lintas bagi pesawat udara asing (hak lintas 
damai/innocent passage). Indonesia dapat menangguhkan untuk 
sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian 
tertentu dari perairan kepulauan, apabila dianggap perlu untuk 
kepentingan keamanan dan pertahanan. 
c. Ruang Udara di Atas Perairan Pedalaman. Perairan pedalaman 
(internal waters) atau disebut juga perairan darat (inland waters) 
meliputi sungai, muara terusan, anak laut, danau, terus-terusan, 
perairan diantara gugusan pulau-pulau dan perairan pada sisi 
dalam garis dasar atau pangkal kepulauan. Kapal-kapal asing tidak 
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mempunyai hak untuk melakukan lintas damai didalam perairan 
pedalaman wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dapat 
melakukan penutupan sebagai batas perairan pedalaman di 
lingkungan perairan kepulauan (archipelagic waters). Didalam 
UNCLOS 1982 tidak secara jelas menentukan status ruang udara 
di atasnya, namun dapat dikatakan bahwa karena letaknya 
merupakan bagian dari perairan kepulauan yang dibatasi oleh garis 
lurus yang menghubungkan kedua tepinya diukur pada waktu air 
rendah, dan apabila tidak merupakan bagian dari alur laut 
kepulauan maka ruang udara di atas perairan pedalaman sama 
dengan perairan kepulauan. 
d. Ruang Udara di Atas Laut Teritorial. Batas terluar laut teritorial 
Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 adalah 12 mil laut ditarik 
dari garis dasar kepulauan yaitu suatu garis lurus yang 
menghubungkan titk-titik terluar dari bagian-bagian pulau-pulau 
terluar. Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dan 
ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada laut teritorial 
berlaku hak lintas damai bagi kapal asing, tetapi tidak berlaku hak 
lintas damai bagi pesawat udara asing. 
e. Ruang Udara di Atas Selat Untuk Pelayaran Internasional. Dalam 
selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu 
bagian laut lepas dengan lainnya, kapal dan pesawat udara asing 
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mempunyai hak lintas transit (right of transit passage). Selat 
Malaka merupakan selat yang dipergunalan untuk pelayaran dan 
penerbangan internasional. Hak lintas transit bagi kapal dan 
pesawat udara asing berlaku di Selat Malaka termasuk pada 
bagian yang merupakan laut teritorial Indonesia. Penggunaan hak 
lintas transit melalui selat tersebut semata-mata untuk tujuan 
melintas transit secara cepat dan tidak terputus. Pesawat udara 
dalam transit harus :  
a. Mentaati peraturan negara yang ditetapkan International 
Civil Aviation Organization (ICAO) sepanjang berlaku bagi 
pesawat udara sipil, pesawat udara negara mematuhi 
ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana 
mestinya: 
b. Setiap waktu memonitor frekuensi yang ditujukan oleh 
otoritas pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang 
ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio 
darurat internasional yang tepat. 
f. Ruang Udara di Atas Alur Laut Kepulauan. Berdasarkan 
UNCLOS 1982 bahwa negara asing mempunyai hak untuk 
melakukan terbang lintas bagi pesawat udaranya di atas 
ruang udara alur laut kepulauan, sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditentukan dalam UNCLOS 1982. Ditentukan bahwa, 
kapal dan pesawat udara yang melintas melalui alur laur 
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kepulauan tidak boleh menyamping lebih dari 25 mil laut 
kedua sisi garis sumbu, selanjutnya bahwa kapal dan 
pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang 
dekat dengan pantai kurang dari 10 persen dan jarak antara 
10 persen dari jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-
pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. Penentuan 
alur laut dan apakah semua pesawat dapat melintas (pesawat 
sipil dan negara) serta bagaimana pelaksanaan 
penerbangannya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan 
oleh Konvensi ternyata menimbulkan perbedaan persepsi 
yang akhirnya dapat menimbulkan konflik antar negara. 
g. Ruang Udara di Atas Zona Tambahan dan Ruang Udara di 
Atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona tambahan adalah 
wilayah laut dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut diukur 
dengan garis pangkal dari mana lebar laut teritorial Indonesia 
diukur. Sedangkan ZEE adalah wilayah laut dengan lebar 
tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana 
lebar laut teritorial Indonesia diukur. Ruang udara di atas 
zona tambahan yang berada di luar laut teritorial Indonesia 
dan di ZEE, bebas dipergunakan oleh pesawat udara asing 
dengan syarat, bahwa penerbangan itu tidak melanggar hak-
hak negara Indonesia dan tetap tunduk kepada aturan ICAO. 
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Wilayah dirgantara adalah wilayah udara yang merupakan willayah 
kedaulatan negara kolong. Didalam konsepsi kedirgantaraan nasional 
terkandung pemahaman terhadap wilayah nasional, yaitu wilayah yang 
berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi negara yang berdimensi 
daratan, perairan dan dirgantara, yang batas-batasnya ditentukan 
berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional 
yang berlaku.  
Secara yuridis formal wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional 
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara holistik, 
sampai dikeluarkannya perjanjian atau konvensi Hukum Laut PBB Tahun 
1982. Sejak ditetapkannya konvensi tersebut sebagai hukum internasional 
dan telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-undang No. 17 
Tahun 1985. 
Dalam konsep kedaulatan negara di ruang udara sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919, telah secara rinci 
dicantumkan pula pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“The Contracting State, recognize that every, state has complete 
and exclusive souvereignity in the airspace above its territory”. 
 
Jadi, hal pokok pada konvensi-konvensi tersebut adalah adanya 
ketegasan bahwa negara-negara anggota mengakui bahwa setiap negara 
mempunyai kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara 
yang di atas wilayahnya. 
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Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 2 Konvensi Jenewa mengenai 
laut wilayah dan oleh pasal 2 ayat 2 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
1982.  
Oleh sebab itu, walaupun semua negara ikut dalam Konvensi 
tersebut, namun khusus dalam masalah kedaulatan negara di ruang 
udara, negara-negara telah bersepakat bahwa hal demikian tidak menjadi 
alasan untuk tidak mengakui kedaulatannya di wilayah ruang udaranya, 
karena memang masalah kedaulatan negara di ruang angkasa dipertegas 
dalam konvensi internasional, sehingga mengenai prinsip kedaulatan ini 
tidak mengalami kendala apa-apa. 
Mengingat bahwa konvensi internasional selalu menjadi bahan bagi 
perundang-undangan nasional, demikian juga dengan konvensi-konvensi 
penerbangan internasional yang kemudian diadopsi ke dalam perundang- 
undangan nasional. Untuk pertama kalinya mengenai penerbangan ini 
diatur pada Undang Undang Nomor 83 tahun 1958. Namun demikian 
pada undang-undang tersebut tidak ada diatur mengenai kedaulatan 
negara Indonesia terhadap ruang udara, kecuali dikatakan bahwa : 
“Dilarang melakukan penerbangan selainya dengan pesawat udara 
yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat 






Setelah dikeluarkan Undang Undang penerbangan yang baru, yaitu 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009, dengan jelas dikatakan dalam 
pasal 5 bahwa : 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan 
eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. 
 
Selanjutnya dalam pasal 6 dikatakan pula : 
“Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas 
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 
pengaturan ruang udara untuk kepantingan penerbangan, 
perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, 
sosial budaya serta lingkungan udara”. 
 
Dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 
2009, maka Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992, dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan digantikan dengan yang baru berdasarkan Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dengan demikian mengenai konsep 
kedaulatan negara di ruang udara tersebut sudah diatur dalam 
perundang-undangan Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia 
berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udaranya. 
Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 200913 tentang Penerbangan 
pada ketentuan umum pasal 1 ayat (2) memberikan defenisi wilayah udara 
sebagai berikut : 
“Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah 
daratan dan perairan Indonesia”. 
 
                                                         
13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 
Penerbangan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2009 
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Selanjutnya menurut penjelasan pasal 1 angka 1 UU No. 24 tahun 
1992 tentang Penataan Ruang adalah memberikan defenisi Ruang udara 
sebgai berikut :  
“Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan 
atau ruang udara lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada 
bumi, dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi.” 
 
Berdasarkan uraian diatas maka wilayah udara adalah wilayah yang 
harus dijaga karena merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan dan 
lautan, hal ini menyangkut keamanan dan keutuhan negara. 
Selanjutnya mengenai kepemilikan ruang udara ini, sekitar tahun 
1913 muncul dua teori, yaitu The Air Freedom Theory dan The Air 
Sovereignty Theory. Teori pertama menyatakan, bahwa udara karena sifat 
yang dimilikinya, ia menjadi bebas (by its nature is free). Teori yang 
pertama ini dapat dikelompokan menjadi :14 
1. Kebebasan ruang udara tanpa batas 
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara 
kolong, dan 
3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah 
terretorial di daerah dimana hak -hak tertentu negara kolong dapat 
dilaksanakan. 
 
                                                         
14 Frans Likadja, Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta, Jakarta, 1987 hlm. 27 
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Sedangkan teori kedua merupakan kebalikan dari teori pertama, 
yang menyatakan, bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara 
berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya. Teori ini dapat 
dikelompokan menjadi :15 
1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian 
tertentu di ruang udara. 
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas 
damai bagi navigasi pesawat -pesawat udara asing, dan 
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas. 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang navigasi udara, termasuk 
udara diatas laut wilayah, sama sekali berbeda dengan ketentuan-
ketentuan yang mengatur pelayaran maritim. Terutama tidak ada norma-
norma hukum kebiasaan yang memperbolehkan secara bebas lintas 
terbang di atas wilayah negara, yang disamakan dengan prinsip hak lintas 






                                                         
15  http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-
di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-
dan-perjanjian-lain-yang-mengaturnya/ diakses 10 september 2014  
16 http://www.negarahukum.com/hukum/ruang-udara.html diakses 12 september 
2014 
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2. Pesawat Udara 
Pesawat udara sendiri sendiri telah muncul pada tanggal 17 
Desember 1903, dimana Wright bersaudara 17  melakukan penerbangan 
yang pertama, dengan menggunakan  pesawat bermesin yang dapat 
dikendalikan. Jarak penerbangan yang ditempuh untuk pertama kalinya , 
dari tinggal-landas sampai mendarat lagi, hanya 40 meter dengan 
keberhasilan mengudara sekitar 12 detik18. 
Pesawat udara adalah suatu mesin yang bisa mendapatkan 
dorongan dalam atmosfer dari reaksi-reaksi dari udara selain dari pada 
reaksi-reaksi udara terhadap permukaan bumi. 
Unsur yang dapat dipetik dari defenisi di atas adalah bahwa harus 
adaudara dalam ruang tersebut karena udara itulah yang akan memberi 
reaksi kepada pesawat udara untuk mendapatkan daya angkat. 
Dari pengertian umum di atas, juga terdapat beberapa macam 
pengertian pesawat udara yang lebih khusus. Seperti yang dinyatakan 
dalam pasal  1 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, 
diantaranya adalah sabagai berikut :  
a. “Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang 
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan 
Indonesia.  
                                                         
17 Wright Bersaudara yang terdiri dari dua orang adik beradik, Orville Wright (19 
Agustus 1871 - 30 Januari 1948) dan Wilbur Wright (16 April 1867 - 30 Mei 1912), 
secara umum dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif 
pertama, dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat 
terbang bermesin yang lebih berat daripada udara, bersama dengan pendirian 
tonggak sejarah lainnya dalam bidang era dirgantara. 
18Achmad Moegandi, Mengenai Dunia Penerbangan Sipil cetakan pertama. Jakarta : 
Pustaka Sinar Harapan. 1996. hlm. 41 
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b. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan 
oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, 
kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan 
fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan 
untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.  
d. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang 
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan 
niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda 
kebangsaan negara asing”. 
 
Berdasarkan pengertian diatas, jelaslah memiliki sangkut paut yang 
sangat erat dengan masalah kedaulatan negara di ruang udara, dengan 
memperhatikan pula kebangsaan pesawat udara. Hal ini menunjukkan 
bahwa pesawat udara dapat terbang melalui wilayah udara negara yang 
merupakan wilayah yurisdiksi negara kolong. 
Dewasa ini pesawat terbang merupakan sarana angkutan yang 
mutlak diperlukan diseluruh dunia. Orang tidak akan membayangkan 
dunia kita yang sekarang ini tanpa adanya pesawat udara tersebut. 
Armada pesawat yang menjadi milik atau ada dibawah pengawasan tiap-
tiap negara di dunia, cenderung meningkat dengan kecepatan sesuai 
dengan kemampuan masing-masing negara adalah merupakan sesuatu 
yang sudah dengan sendirinya, bahwa peningkatan jumlah pesawat 
dalam arti besarnya armada, serta kemampuan kinerjanya, memerlukan 
pegaturan masing-masing negara dan juga pengaturan secara 
internasional. 
Selanjutnya dalam pengertian tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan, 
yaitu pesawat udara negara (state aircraft) dan pesawat udara sipil. 
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Pesawat udara negara tidak berhak melakukan penerbangan di negara 
lain sebelum memperoleh izin dari negara kolong. Dengan memperhatikan 
keselamatan pesawat udara sipil, demikin pula dengan pesawat udara 
sipil asing. Peraturan tersebut semata-mata atas pertimbangan 
pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan. 
3. Penerbangan 
Penerbangan dimulai pada abad ke-19 oleh peneliti yang paling 
menonjol di zamannya, yakni Sir George Cayley19. Dia juga menyadari 
akan keperluan agar pesawat itu dapat terbang stabil, dan menemukan 
prinsip dihedral, atau pengaturan tata letak pesawat 20 . Namun perlu 
diketahui pada penerbangan ini belum menggunakan mesin sebagai alat 
dalam penerbangan pesawat udara. 
Sudah sejak tahun 1908, angkatan darat Amerika Serikat telah 
memesan armada pesawatnya dari Wright bersaudara. Waktu perang 
dunia I berakhir, angkatan darat dan angkatan laut Amerika Serikat 
mewarisi lebih dari 6.000 pesawat beserta para penerbangnnya. Sehingga 
tahun 20-an dimasuki oleh kegairahan masyarakat yang meluap-luap 
pada penerbangan. Perkembangan ini kemudian mulai digunakan oleh 
para penyedia jasa, dalam hal ini Departemen Pos Amerika Serikat 
                                                         
19Sir George Cayley adalah seorang perintis dalam dunia penerbangan, yang 
memahami benar berbagai persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi 
penerbangan pesawat. 
20Achmad Moegandi. Op. Cit., hlm. 40 
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meresmikan pelayanan pos udaranya yang pertama antara New York dan 
Washington21. 
Penerbangan sendiri memiliki dua golongan dasar, yakni 
penerbangan sipil dan militer (negara). 
Penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 
tentang Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan 
udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan 
fasilitas penunjang lain yang terkait. Pada definisi ini terlihat keamanan 
dan keselamatan penerbangan merupakan salah satu yang terpenting dari 
penerbangan. 
Selanjutnya penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang 
terdiri atas manfaat wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, 
angkutan udara, navigasi penerbangan , keselamatan dan keamanan, 
ligkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 
Namun pada praktek Internasional pemanfaatan ruang udara suatu 
negara berkaitan erat dengan manajemen keselamatan penerbangan, 
bahwa Flight Information Region (FIR) suatu ruang udara yang ditetapkan 
dimensinya diberikan Flight Information Service dan Alerting Service. 
Flight Information Service adalah pelayanan yang dibentuk dan 
dipersiapkan untuk memberikan saran dan informasi secara penuh untuk 
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keselamatan dan efisiensi penerbangan. Ketika suatu negara sudah 
memutuskan untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan, maka 
negara tersebut harus menunjuk suatu badan yang berwenang untuk 
memberikan pelayanan. Badan yang dimaksud adalah Air Traffic Service 
(ATS) Provider, berupa otoritas penerbangan Negara itu sendiri atau 
dilimpahkan kepada badan lain (misalnya Aerothai di Thailand, Airservice 
di Australia, dan Airnav di Canada). 
3.1 Penerbangan Sipil Internasional 
Dalam konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil 
Internasional, terdapat pasal yang mengadakan klasifikasi pesawat udara. 
Pasal 3 konvensi Chicago 1944 menyatakan22 : 
1. This convention shall be applicable only to civil aircaft, and shall 
not be applicable to state aircraft. 
2. Aircraft used in military, costums and police services shall be 
deemed to be state aircraft. 
3. No state aircraft of a contracting state shall fly over the territory 
of another state or land thereon without authorization by special 
agreement or otherwise, and in accordance withthe terms 
thereof. 
4. The contracting state undertake, when issuing regulations for 
their state aircraft, that they will have due regart for the safety of 
navigation oaf civil aircraft.” 
 
Pasal ini membatasi pesawat udara negara adalah pesawat udara 
militer,bea cukai dan kepilisian saja, sedangkan selain dari bentuk 
pesawat tersebut diperlakukan sebagai pesawat udara sipil. 
Dari uraian tersebut diatas memeliki tiga kelemahan yaitu pesawat 
udara sipil yang digunakan untuk keperluan dan kepentingan pemerintah 
                                                         
22 Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris.Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And 
Outer Space Law). Unsri Press. Palembang. 2012 hlm. 33 
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serta disamping statusnya tetap sebagai milik negara tentunya merupakan 
pesawat udara negara, maka dari itu pasal 3 konvensi Chicago 1944 perlu 
ditinjau kembali degan mengambil beberapa patokan, yaitu :23 
1. Status pesawat udara, yakni apakah dimiliki oleh negara, 
perorangan atau badan swasta; 
2. Tujuan penggunaan atau bentuk kegiatan pesawat udara itu 
sendiri; 
3. Kepentingan kegiatannya, yakni apakah digunakan untuk 
kepentingan suatu organisasi internasional; 
4. Kemudian perlu diteliti pula apakah penggunaan tersebut 
bersangput paut dengan kepentingan perdamaian atau 
kepentingan diluar itu. 
Patokan ini merupakan bagian yang sangat esensial dalam 
menentukan klisifikasi pesawat udara sehingga tidak menimbulkan salah 
pengertian dari negara dalam melakukan penerbangan. 
Penerbangan sipil dibagi menjadi dua kategori, yakni penerbangan 
yang dikelola oleh perusahaan penerbang (airlines), dan semua kegiatan 
penerbangan lainnya, yang dikelompokkan dalam penerbangan umum 
atau general aviation. 
Penerbangan sipil merupakan sebuah sumber pendapatan yang 
sangat besar bagi pelaku penerbangan dan pengelolah perusahaan 
penerbangan. Namun penerbangan juga sangat bermanfaat bagi para 
                                                         
23 Frans Likadja, Op.Cit hlm. 63 
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penumpang untuk sampai pada tujuan mereka dengan cepat dan aman. 
Penerbangan memutus jarak dan mengefisienkan waktu tempuh bila 
seseorang ingin pergi ke tempat yang cukup jauh yang ingin didatanginya. 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang dulunya hanya 
mengandalkan transportasi laut bila ingin ke daerah lain yang banyak 
menghabiskan waktu untuk perjalanan, kini dengan adanya pesawat 
terbang mengefisienkan waktu jarak tempuh tersebut. Dengan kata lain 
penerbangan nasional atau internasional, transportasi penerbangan 
sangat membantu manusia. 
Hal yang menanik perhatian dalam Konvensi Chicago ialah 
terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pesawat udara, lain daripada 
pesawat yang melakukan penerbangan teratur, diperbolehkan melintasi 
wilayah udara negara lain. Penerbangan semacam itu tidak merupakan 
penerbangan teratur (non-scheduled flight), sehingga oleh karena itu tidak 
diharuskan meminta izin terlebih dahulu untuk lewat di wilayah udara 
negara lain. Dengan kata lain Konvensi Chicago sama sekali tidak 
menggambarkan adanya hak dari ”scheduled international air services”. 
Namun demikian suatu usaha ke arah penjelasan tentang adanya hak dari 
”scheduled flight” itu dirumuskan dalam dua macam persetujuan. Kedua 
persetujuan tersebut adalah “International Air Sevice, Transit Agreement” 
dan “International Air Transport Agreement”, di Chicago tahun 1944.24 
 
                                                         
24 Ibid. hlm 65 
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3.2 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) 
Suatu organisasi dengan nama International Civil Aviation 
Organization (ICAO) merupakan suatu organisasi teknik yang didirikan 
oleh Konvensi Chicago dan merupakan sebuah lembaga Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ini bertujuan 
untuk mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi internasional 
dan memperkuat perencanaan dan pengembangan alat angkutan udara 
internasional sehingga dapat melaksanakan perkembangan penerbangan 
sipil internasional secara teratur dan aman. 
 
B.  Hukum Udara 
1. Sejarah Singkat dan Pengertian Umum Tentang Hukum Udara 
Masalah pengawasan ruang udara sejak dahulu kala menjadi 
masalah yang dipersoalkan oleh para pakar, seperti yang dikatakan orang 
Romawi kuno dari hukum Romawi yang berbunyi “Cujus est solum ejust 
est usque ad coelum”, yang artinya barang siapa yang memiliki sebidang 
tanah, dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada diatas 
permukaan tanah tersebut . 25  Hal ini agaklah wajar, akan tetapi pada 
permulaan abad ini disadari bahwa langit yang dimaksud ada batasnya, 
sehingga dalam konvensi Paris 1919 mengenai penerbangan 
internasional hanya mengatur “I’espace atmospherique”, begitu juga 
                                                         
25 Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, (Jakarta: Pusat 
Penelitian Hukum Angkasa, 1972), hlm. 49. 
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dalam konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, 
yang mengatur “airspace” atau ruang udara. 
Sejak tahun 1901 mulai dikenal suatu bidang baru, yang oleh Prof. 
Ernest Nys dari Universitas Brussel disebut “Droit Aerien” atau hukum 
udara., namun inilah yang paling lazim dipergunakan. Dan selama 80 
tahun lebih merupakan istilah baku, meskipun usaha-usaha untuk 
menciptakan nama-nama baru, misalnya “Law of the air”, “Law of Civil 
Aviation”, “Law of Flight”, “Dirrito Aeronautico”, “Lucht Vaart-recht”, yang 
kesemuanya menekankan pada kegiatan penerbangan, bahkan ada 
penulis yang mempergunakan istilah rangkap “Droit Aerien-
Aeronautique”.26 
Sebelum adanya konvensi-konvensi tersebut diatas sekitar tahun 
1900, praktis belum ada peraturan penerbangan internasional yang 
menggunakan pesaat udara secara jelas. Untuk pertama kalinya Prof. 
Ernest Nys berpendapat bahwa penerbangan tersebut perlu diatur secara 
internasional oleh hukum udara yang juga merupakan cabang hukum, 
karena pada kenyataannya banyak penerbangan yang berlangsung di 
Eropa, tanpa memperhatikan kedaulatan negara kolong yang merupakan 
wilayah  kedaulatannya.27  
Menurut konvensi Paris 1919, setiap negara diakui memiliki 
kedaulatan penuh (full sovereignty) terhadap ruang udara diatas 
                                                         
26 E. Suherman, Op.Cit. hlm. 30 
27 Martono ,Usman Melayu, Perjanjian Angkutan Udara Di Indonesia.Mandar Maju : 
Bandung.  1996. hlm 3-4 
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wilayahnya. Konvensi ini tidak berlaku karena beberapa negara kuat tidak 
meratifikasinya dan jumlah negara yang meratifikasinya tidak memenuhi 
syarat.28 
Rumusan yang telah dicapai oleh konvensi Chicago 1944 baru 
merupakan suatu kesepakatan optimal ketika itu, oleh karena itu adanya 
persesuaian paham tentang batas ketinggian tertentu dari ruang udara 
suatu negara dan sampai dimana negara mempunyai kedaulatan 
diatasnya. 
Seiring dengan perkembangan penerbangan dewasa ini, baik di 
dunia internasional maupun nasional, perlu diatur mengenai objek 
penerbangan itu sendiri, seperti pada pasal 3 konvensi Chicago 1944, 
objek penerbangan yaitu Pesawat Udara Sipil, dan larangan bagi pesawat 
udara untuk terbang atau mendarat di wilayah negara lain tanpa izin, 
dengan memperhatikan keselamatan penerbangan pesawat yang sedang 
dalam penerbangan internasional serta membahayakan keamanan 
penumpang dan pesawat udara tersebut,29 
Hukum udara merupakan salah satu cabang hukum internasional 
yang relatif baru karena mulai berkembang pada permulaan abad 2030 
setelah munculnya pesawat udara, hal ini tentunya merupakan 
perkembangan di bidang hukum seiring dengan berkembang pesatnya 
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29 Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Bandung: Alumni. 
1987. hlm 60 
30 Boer Mauna. Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi  dalam Era 
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teknologi khususnya dalam dunia penerbangan, oleh karen itu sebagai 
cabang hukum internasional yang berlaku di dunia secara umum maka 
setiap negara khususnya Indonesia yang memiliki wilayah udara sebagai 
bagian dari wilayah yurisdiksinya.31 Maka dari itu perlu memiliki aturan 
yang mengatur wilayah udaranya demi menjaga keamanan negaraa dan 
menjamin kepastian hukum serta adanya saling menghormati dan 
pengakuaan antar negara mengenai wilayah udara. 
Sebagaimana disinggung diatas, dalam hukum udara mengenai 
ruang udara yang merupakan wilayah kedaulatan negara kolong, maka 
dari itu demi jelasnya peraturan-peraturan di wilayah udara, pakar hukum 
memberi definisi hukum udara,32 bahwa hukum udara adalah serangkaian 
ketentuan nasional maupun internasioanal mengenai pesawat, navigasi 
udara, pengankutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik 
maupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan 
internasional.  
Dalam definisi diatas, hukum udara diakui sebagai ketentuan-
ketentuan perdata ataupun publik yang berkaitan dengan kegiatan di 
wilayah udara, baik secara nasional maupun internasional. 
Selanjutnya Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, dalam bukunya yang 
berjudul ”Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang” memberikan batasan 
atau definisi hukum udara adalah bahkan hukum udara (Air Law, 
Aeronautical Law, Lucht Recht, Droit d’Arien) mencakup peraturan yang 
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mengatur penggunaan ruang udara beserta seluruh manfaatnya bagi 
penerbangan, masyarakat dan negara-negara di dunia ini.33  
Dari batasan di atas, maka penggunaan ruang udara sangatlah 
perlu diatur, baik dengan Undang-Undang, peraturan maupun kebiasaan 
mengenai penerbangan, serta segala hak dan kewajiban yang 
ditimbulkannya, yang disusun berdasarkan perjanjian, kebiasaan dan 
hukum yang berlaku di antaranya negara-negara.34 Oleh karena itu dari 
uraian diatas, sebagai landasan utama pengaturan kegiatan-kegiatan di 
ruang udara hukum udara mempunyai definisi sebagai berikut :35  
Hukum udara adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan dan norma-
norma hukum yang mengatur ruang udara, pesawat udara, 
pemanfaatannya untuk penerbangan dan prasarana penerbangan.36 
Sehubungan dengan definisi tersebut, peraturan-peraturan dan 
ketentuan-ketentuan yang telah ada adalah bukti bahwa pengaturan 
kegiatan di ruang udara yang merupakan wilayah yurisdiksi perlu 
mendapat perhatian guna keamanan negara dan mengantisipasinya 
kegiatan-kegiatan di wilayah udara yang dapat mengancam keutuhan 
negara. 
Mengenai sifat dan luas wilayah berlakunya hukum udara telah 
diketahui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif 
(Full and Exclusive Sovereignty) dalam ruang udara yang berada diatas 
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35 E Suherman, Loc. Cit hlm 30 
36 Ibid. 
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wilayah darat dan lautan. Untuk mudahnya, kita berpegang pada 
kenyataan bahwa di ruang udara yang masih berisi volume udara 
(atmosfir) dan dimana aktivitas penerbangan oleh pesawat udara dapat 
berlangsung, disitulah berlangsung hukum udara. 
Dari uraian-uraian diatas terlihat bahwa sifat internasional hukum 
udara mulai nampak sejak konvensi Paris 1919, dan memang sejak awal 
perkembangan hukum udara, ketentuan-ketentuan hukum internasional 
sangat mempengaruhi pembentukan materi hukum udara, seperti 
konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional wajib 
diterapkan oleh negara peserta, termasuk Indonesia, hal ini menandakan 
betapa pentingnya pengaturan wilayah udara yang merupakan salah satu 
bagian dari wilayah kedaulatan negara selain wilayah darat dan perairan. 
Seperti yang diketahui bahwa perundang-udangan, peraturan dan 
ketentuan, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1995 tentang 
Angkutan Udara dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai konvensi-
konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia yang berkaitan dengan 
aktivitas penerbangan, tercakup dalam kumpulan pengaturan hukum 
udara indonesia yang dikeluarkan oleh direktorat Jendral Perhubungan 
Udara. Kesemuanya menjadi sumber hukum udara dan dapat digunakan 
untuk mencari pemecahan permasalahan hukum tentang penerbangan di 
Indonesia. 
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2. Prinsip-Prinsip Hukum Udara Internasional 
Prinsip-prinsip hukum udara internasional terkandung ataupun 
tertuang dalam Konvensi-konvensi Hukum udara Internasional yang dari 
waktu ke waktu berkembang. Konvensi-konvensi tersebut muncul dari 
konferensi Internasional yang dilakukan negara-negara didunia yang 
menganggap perlu adanya aturan- aturan yang mengatur tentang ruang 
udara (space). 
Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 
1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, ditegaskan bahwa 
kedaulatan suatu Negara dalam ruang udara di atas wilayahnya “absolute” 
dan “exclusive” dengan kata lain dalam hukum udara mengenai ruang 
udara digunakan prinsip kedaulatan mutlak. Prinsip ini menjadi patokan 
dari segala ketentuan dalam bidang penerbangan sipil, termasuk 
ketentuan-ketentuan mengenai aspek komersial, maka berarti ruang 
udara yang meliputi wilayah suatu negara merupakan suatu komoditi yang 
memiliki nilai komersial,37. Dari prinsip tersebut di atas dapat dibagi empat 
prinsip, yaitu :38 
1. Airspace Sovereignty (Prinsip Kedaulatan di ruang udara) 
2. Nationality of Aircraft (Prinsip Kebangsaan dari setiap pesawat 
udara). 
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3. Condition to Fulfill with Respect to Aircraft or by Their Operators 
(Prinsip adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baik oleh 
pesawat udara ataupun oleh operatornya). 
4. International Coorperation and Facilitation (Prinsip kerja sama dan 
penyediaan fasilitas internasional). 
 
Prinsip kedaulatan di ruang udara (sovereignty in the air) yang 
bersifat mutlak ternyata dipergunakan untuk kepentingan dan keamanan 
negara, kedaulatan di ruang udara bukan berarti kedaulatan atas dasar 
kepemilikan secara fisik, tetapi yang dimiliki adalah yurisdiksi dan kontrol 
atas pemakaian ruang udara untuk tujuan keamanan di dalam kedaulatan 
suatu negara. 
Didalam kedaulatan selalu tersimpul mengenai yurisdiksi, dengan 
kata lain masalah kedaulatan erat hubungannya dengan masalah 
yurisdiksi. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu:39 
a. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur 
segala sesuatu yang ada atau terjadi didalam batas-batas 
wilayahnya. 
b. Aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan 
hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun 
mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi diluar wilayah 
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negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan 
kepentingan negara itu. 
Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, 
kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengukur masalah intern 
maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatan tersebut lahir 
yurisdiksi negara (state yurisdiction). Dengan demikian hanya negara yang 
berdaulat yang memiliki yurisdiksi. 
Yurisdiksi negara (state negara) menurut Imre Antoni Csabafi, 
dalam bahasa “The Consept of State Yurisdiction in International Space 
Law”. 40 mengemukakan pengertian tentang yurisdiksi negara dengan 
menyatakan sebagai berikut : 
State jurisdiction in public international law means the right of state 
to regulate or affect by legislative, executive or judicial measures 
the right of persons, acts or events with respect to matters not 
exclusively of domestic concern. 
 
Artinya : 
Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari 
suatu negara untuk mengatur atau mempengarui dengan langkah-
langkah atau tindakan-tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif 
atau yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaan, 
perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikemukakan secara garis 
besar unsur-unsur dari yurisdiksi negara tersebut, sebagai berikut41 : 
1. Hak, kekuasaan atau kewenangan. 
Dalam hal ini sudah jelas bahwa dengan hak, kekuasaan 
dan kewenangan ini suatu negara akan berbuat atau melakukan 
sesuatu, yang sudah tentu pula harus berdasarkan atas hukum 
yaitu hukum internasional. 
2. Mengatur (legislatif, eksekutif dan yudikatif). 
Dalam hal ini adalah untuk mengatur atau atau 
mempengaruhi, didalamnya mencakup membuat menetapkan 
peraturan (legislatif); melaksanakan, menerapkan peraturan yang 
telah dibuat atau ditetapkan (eksekutif); memaksakan, mengenakan 
sanksi atau mengadili dan menghukum pihak yang melanggar 
peraturan tersebut (yudikatif). 
3. Objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda). 
Dalam hal ini adalah objek yang memang dapat ditundukkan 
pada peraturan yang dibuat, dilaksanakan dan dipaksakan oleh 
negara tersebut. Objek itu dapat berbentuk, peristiwa, perilaku, 
masalah, orang, benda, ataupun perpaduan antara satu dengan 
yang lain. 
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4. Tidak semata-mata masalah dalam negeri (not exclusively of 
domestic concern). 
Dalam hal ini tentulah erat kaitannya dengan masalah 
tempat dimana objek itu berada atau terjadi. Meskipun dalam 
kenyataan, masalah tempat dan objek ini tidak selalu diluar batas-
batas wilayah negara, sebab boleh jadi mengenai tempat ini 
menganduung unsur domestik dan unsur bukan domestik. 
5. Hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya). 
Dalam hal ini hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk 
mengatur objek yang tidak semata-mata merupakan masalah 
dalam negeri atau domestik itu, adalah berdasarkan pada hukum 
internasional. 
Kedaulatan suatu negara di ruang atas wilayah teritorialnya bersifat 
utuh dan penuh. Ketentuan ini merupakan masalah satu tiang pokok 
hukum internasional yang mengatur ruang udara. Ini dinyatakan dalam 
pasal I konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional.42 
Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara 
nasionalanya tersebut berbeda, misalnya dengan sifat kedaulatan negara 
di laut wilayahnya. Karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara 
nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut 
territorial suatu negara. 
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Sifat tertutup ruang udara nasional dapat dipahami mengingat 
udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan 
dan keamanan negara kolong.43 
Hal ini pulalah yang mendorong setiap negara menggunakan 
standar penjagaan ruang udara wilayahnya secara ketat dan kaku, 
pelanggaran wilayah udara nasional sering kali ditindak dengan kekerasan 
senjata. Dari satu sisi penindakan tersebut dapat dibenarkan karena 
negara penuh dan utuh dalam kasus-kasus demikian. Tetapi dalam 
perkembangan selanjutnya mengalami kemajuan, khususnya dalam 
menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing. 
Atas pertanyaan asas dan norma hukum yang menuju pada 
pembatasan tindakan, akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa asas 
pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (Elementary Consideration of 
Humanity) sebagai asas yang harus melandasi tindakan negara-nagara 
kolong dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat 
udara sipil asing. 
3. Sumber Hukum Udara Internasional 
3.1 Konvensi  Paris 1919  
Konvensi Paris 13 Oktober 1919 merupakan konvensi internasional 
yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1919 di Paris yang diikuti 
oleh 27 negara yang terdiri dari negara-negara sekutu, dan Amerika Latin. 
Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1922 dan merupakan 
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konvensi pertama mengenai pengaturan internasional secara umum 
mengenai penerbangan udara. 
Konvensi Paris ini dijalankan hanya dengan negara-negara yang 
menang Perang Dunia I dan negara yang merupakan bekas musuh hanya 
dapat menjadi negara pihak, itupun setelah terdaftar menjadi keanggotaan 
Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau atas keputusan 3 atau 4 negara anggota 
pada konvensi.44 
Namun, pada tahun 1929 setelah direvisi dengan Protokol 15 Juli 
1929 yang bertujuan untuk menerima keanggotaan Jerman dalam LBB, 
Konvensi Paris benar-benar menjadi konvensi yang bersifat umum karena 
sejak berlakunya Protokol tersebut tahun 1933, terdapat 53 negara telah 
menjadi pihak. 
Konvensi Paris 1919 juga membentuk Komisi Internasional yaitu suatu 
organisasi untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan ketentuan-
ketentuan yang terdapat di dalam konvensi.45 
Banyak terjadi perubahan terhadap konvensi ini, dimulai dengan 
Protokol Tambahan tanggal 1 Mei 1920, kemudian pengaturan tanggal 14 
Desember 1926, dan berakhir dengan Protokol 15 Juni 1929. Selain itu, 
Jerman juga mengajukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang 
                                                         
44 Boer Mauna, Op.Cit hlm. 381 
45 JG. Starke, Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1999. hal 382 
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telah ada yang dilakukan oleh Komisi Internasional Navigasi Udara dalam 
sidangnya di paris tanggal 10-15 Juni 1929.46 
3.2  Konvensi Chicago 1944 
Konvensi Chicago merupakan konvensi yang mengatur tentang 
penerbangan sipil internasional. Konvensi ini merupakan revisi dari 
konvensi Paris 1919, karena disebutkan kebebasan navigasi udara dalam 
Konvensi Paris merupakan hasil konsensi internasional yang diberikan 
kepada negara-negara penandatanganan konvensi. Konvensi Chicago ini 
diadakan di Chicago atas undangan Amerika Serikat dan dihadiri oleh 53 
negara (tanpa Uni Soviet) pada tanggal 1 November-7 Desember 1944. 
Konvensi ini mulai berlaku tanggal 7 April 1947. 
Pada pasal 9 konvensi Chicago 1944 mengatur tentang area 
terlarang, yang merupakan modifikasi dari Konvensi Paris. Yang termasuk 
dalam area terlarang ini yaitu tidak ada lagi perbedaan pesawat yang 
diperbolehkan memasuki zona larangan terbang dan negara yang 
memiliki kedaulatan lah yang memerintahkan pesawat yang melanggar 
zona untuk mendarat dan diperiksa. Hal ini sangat berbeda dengan 
konvensi Paris yang menyebutkan bahwa pesawat yang melanggar zona 
larangan diwajibkan untuk segera mendarat di lapangan udara terdekat di 
luar zona. 
 
                                                         
46 Ibid. hlm 383 
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Internasional Air Services Agreement Signed at Chicago on  7 
Desember 1944 
Persetujuaan penerbangan lintas internasional atau internatinoal air 
services transit agreement (IASTA) of 1944 merupakan perjanjian 
internasional yang bersifat multilateral yang mempertukarkan hak-hak 
penerbangan (five freedom of the air) yang sering dipertukarkan dalam 
perjanjian angkutan udara internasional. Hak-hak kebebasan udara 
tersebut merupakan kebebasan udara ke-1 (1st freedom of the air), yaitu 
hak untuk terbang melintasi (overfly) negara lain tanpa melakukan 
pendaratan dan hak kebebasan udara ke-2 (2nd freedom of the air) adalah 
hak untuk melakukan pendaratan dinegara lain untuk keperluan 
oprasional (techical landing) dan tidak berhak untuk mengambil dan / atau 
menurunkan penumpang dan / atau cargo secara komersial.47 
International Air Transport Agreement Signed at Chicago on 
Desember 1944 
Persetujuan Tranportasi Udara Internasional atau International Air 
Transport Agreement (IATA) of 1944 juga merupakan perjanjian 
internasional secara multilateral yang mempertukarkan hak-hak 
kebebasan udara (five freedom of the air) masing masing kebebasan 
udara ke-1,2,3,4 dan ke-5. Kebebasan udara ke-3 (3rd freedom of the air) 
                                                         
47 K Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional bagian Pertama, 
PT.RajaGrafindo Persada, jakarta,2007,hlm 12 
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adalah hak untuk mengangkut penumpang, barang, dan pos secara 
komersial dari negara yang berjanji lainnya. 48 
3.3 Konvensi Tokyo 1963 
Untuk dapat dikatakan tindak pidana dalam pasal 1 Konvensi Tokyo 
1963, harus memenuhi  4 unsur berikut:49 
1. Dilakukan di dalam pesawat udara. 
2. Pesawat udara tersebut harus didaftarkan di negara peserta 
konvensi.  
3. Pesawat udara sedang berada dalam penerbangan di atas laut 
lepas/bebas. 
4. Pesawat udara sedang berada di atas daerah lain di luar wilayah 
dari suatu negara. 
Konvensi Tokyo 1963 tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia 
dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1976 dan ditindaklanjuti dengan UU 
No. 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal 
dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan 
perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan 
terhadap sarana/prasarana penerbangan.  
Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 3 KUHP mengalami 
perubahan sehingga berbunyi:  
                                                         
48 ibid 
49 http://lawlowlew.blogspot.com/2013/07/hukum-udara-dan-angkasa-
kejahatan.html diakses 18 september 2014 
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“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku 
bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak 
pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. 
 
Mengenai negara mana yang berhak melaksanakan yurisdiksi 
terhadap tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi 
Tokyo 1963 ditetapkan pada negara di tempat pesawat udara tersebut 
didaftarkan. 
3.4 Konvensi Montreal 1971 
Konvensi Montreal 1971, Convention for the Suppresion of Unlawful 
Acts Against the Safety of Civil Aviation, yaitu konvensi yang mengatur 
pemberantasan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan 
penerbangan sipil. Pada pokoknya Konvensi Montreal 1971 ini mengatur 
tentang ruang lingkup tindak pidana, yurisdiksi, dan wewenang kapten 
pilot. Pasal 1 ayat (1) Konvensi Montreal 1971 mengatur tindak pidana 
sebagai berikut: 
1. Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally: 
(a) performs an act of violence against a person on board an aircraft 
in flight if that act is likely to endanger the safety of that aircraft; or 
(b) destroys an aircraft in service or causes damage to such an 
aircraft which renders it incapable of flight or which is likely to 
endanger its safety in flight; or 
(c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by any 
means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy 
that aircraft, or to cause damage to it which renders it incapable of 
flight, or to cause damage to it which is likely to endanger its safety in 
flight; or 
(d) destroys or damages air navigation facilities or interferes with 
their operation, if any such act is likely to endanger the safety of 
aircraft in flight; or 
(e) communicates information which he knows to be false, thereby 




2. Any person also commits an offence if he: 
(a) attempts to commit any of the offences mentioned in paragraph 1 
of this Article; or 
(b) is an accomplice of a person who commits or attempts to commit 
any such offence. 
 
Dengan demikian ruang lingkup tindak pidana atau kejahatan yang 
ditentukan dalam Pasal 1, meliputi: 
a. Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap 
seseorang di dalam pesawat udara yang sedang berada dalam 
penerbangan dan tindakannya itu dapat membahayakan 
keselamatan pesawat udara tersebut. 
b. Dengan sengaja dan secara melawan hukm merusak pesawat 
udara dalam dinas atau menyebabkan pesawat udara tersebut 
tidak mampu untuk melakukan penerbangan dengan sempurna 
sehingga membahayakan keselamatan dalam penerbangannya. 
c. Menempatkan atau memungkinkan ditempatkannya suatu bahan 
peledak, suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas dengan 
cara bagaimanpun, sehingga dapat memusnahkan atau 
menyebabkan kerusakan pesawat udara yang dapat 
membahayakan keselamatan dalam penerbangan. 
d. Memusnahkan atau merusak fasilitas penerbangan atau turut 
campur secara melawan hukum dalam pengoperasiannya 
sehingga membahayakan keselamatan pesawat udara dalam 
penerbangan. 
 45 
e. Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat 
membahayakan keselamatan pesawat udara dalam 
penerbangan. 
f. Wewenang dan kewajiban negara peserta di dalam Konvensi 
Montreal 1971 dapat dikatakan sama dengan ketentuan-
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi The Hague 
1970. Adapun pasal-pasal yang mengaturnya adalah pasal 
11,12, dan 13. 
3.5 Konvensi The Hague 1970 
Konvensi The Hague 1970, Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, yaitu konvensi yang mengatur 
pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. 
Pada pokoknya konvensi ini mengatur tentang ruang lingkup tindak pidana 
dan yurisdiksi. Pasal 1, memberikan batasan mengenai kapan seseorang 
dianggap telah melakukan perampasan pengendalian pesawat udara 
secara melawan hukum, yaitu apabila seseorang tersebut telah 
melakukan tindak pidana di dalam pesawat udara dalam penerbangan 
sebagai berikut: 
a. Tindakan secara melawan hukum dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau setiap bentuk ancaman lain dengan 
tujuan untuk menguasai pesawat udara atau menguasai 
pengendalian pesawat udara. 
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b. Termasuk pula setiap orang yang membantu atau mencoba 
melakukan tindakan tersebut. 
Dalam pasal 2, Konvensi The Hague 1970 diatur mengenai 
ketentuan bahwa negara peserta konvensi diwajibkan untuk memasukkan 
tindak pidana dalam konvensi dengan mengancamkan hukuman (ke 
dalam hukum pidana nasionalnya). Selanjutnya pada pasal 6 ayat (3) 
menetapkan bahwa setiap negara peserta di dalam wilayah mana 
tersangka berada, apabila terdapat cukup petunjuk wajib menahan 
tersangka atau mengambil tindakan lannya itu jangan sampai tersangka 
melarikan diri. Penahanan dan tindakan itu dilakukan sesuai dengan 
hukum negara yang bersangkutan dengan ketentuan hanya boleh 
dilanjutkan sampai pada waktu yang diperlukan untuk memungkinkan 
proses penuntutan atau ekstradisi. Selanjutnya dalam pasal 11 
menetapkan bahwa setiap negara peserta sesuai dengan undang-undang 
nasionalnya secepat mungkin melaporkan kepada Perwakilan (Council) 
dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Avation 
Organization), setiap keterangan yang dimilikinya yang bersangkutan 
dengan kejahatan atau tindak pidana, tindakan yang telah diambil 
terhadap penumpang dan pesawat udara yang menjadi sasaran kejahatan 
pembajakan, tindakan yang telah diambil terhadap tersangka dan proses-










A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan, penulis memilih 
lokasi penelitian pada Kantor TNI-AU Kosekhanudnas II Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai 
hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan 
sumber data yang penulis gunakan dibagi kedalam dua jenis data yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 
kepada narasumber dan responden. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis, seperti buku teks, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan 
arsip-arsip, serta data dari badan hukum tempat penelitian 
penulis yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian. 
Adapun sumber data dari penelitian ini adalah: 
a. Sumber data primer, yaitu pendapat dari para sampel 
penelitian tentang permasalahan yang diteliti. 
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b. Sumber data sekunder, yaitu data tentang obyek penelitian 
dan dari peraturan perundang-undangan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah 
sebagai berikut : 
a. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) 
penulis menggunakan metode yaitu : 
Wawancara : Melakukan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu para responden 
dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini 
adalah pihak dari pada Kantor TNI-AU Kosekhanudnas II 
Makassar. 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan 
membaca serta menelaah literature maupun buku-buku serta 
peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang 
diteliti untuk mendapatkan data sekunder. 
D. Teknik analisis data 
Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data 
sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang 
telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 
jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitis 
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yaitu data yang diperoleh dari penelitian akan diuraikan sehingga 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas. Selanjutnya data tersebut dianalisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif yaitu 
menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang dijadikan 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Peraturan Bagi Pesawat Udara Asing dalam Melakukan 
Lintas Udara di Wilayah Kedaulatan Negara Indonesia 
Penegakan kedaulatan negara di udara, khususnya di dalam 
menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing telah 
mengalami perkayaan asas norma hukum yang menuju pada pembatasan 
tindakan korektif. 
Dalam lalu lintas udara internasional sering pula terjadi 
pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat-pesawat sipil 
maupun militer. Dalam hal ini negara yang kedaulatan udaranya dilanggar 
dapat menyergap pesawat asing tersebut dan diminta untuk mendarat. 
Setiap pesawat udara asing baik pesawat udara negara maupun 
pesawat sipil yang akan melintas maupun mendarat di wilayah indonesia 
harus memilki flight clearance, yang dalam penerbitannya mencakup 
diplomatic clearance, security clearance dan flight approval. Ketentuan 
tersebut dimaksudkan sebagai upaya pegawasan dan pengamanan 
terhadap semua pesawat udara asing dan antisipasi terhadap semua 
petensi ancaman yang di timbulkan akibat penerbangan ilegal. 
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Prosedur yang perlu diperhatikan demi tercapainya tujuan mekanisme 
pengajuan dan penerbitan security clearance sebagai berikut:50  
1. Pesawat udara negara asing yang akan melintas dan atau 
mendarat diwilayah indonesia harus mengajukan permohonan 
diplomatic clearance kepada kementrian luar negeri dan security 
clearence  kepada Mabes TNI. 
2. Pesawat udara sipil asing yang akan melintas atau mendarat di 
wilayah indonesia harus mengajukan permohonan diplomatic 
clearance kepada kementerian luar negeri, security clearance 
kepada Mabes TNI dan flight approval kepada kementerian 
perhubungan. 
3. Permohonan izin terbang untuk pesawat udara sipil asing diberikan 
dengan mengisi data tentang rencana kegiatan penerbangan 
sesuai dengan formulir izin terbang seperti dalam lampiran 1. 
4. Permohonan izin terbang untuk pesawat udara negara asing 
diberikan dengan mengisi data tentang rencana kegiatan 
penerbangan sesuai dengan formulir izin terbang seperti dalam 
lampiran 2.  
5. Untuk pesawat  udara sipil asing permohonan security clearance  
dilakukan oleh pemohon atau agen perusahaan penerbangan. 
                                                         
50 Hasil wawancara dengan Major Sus. Muhtar kosekhanudnas II  
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6. Untuk pesawat uada negara asing permohonan security clearance 
diajukan oleh atase pertahanan atau perwakilan negara yang 
bersangkutan. 
7. Pemohon wajib menyampaikan data dan informasi pendukung 
apabila diperlukan oleh instansi yang berwenang. 
8. Permohonan izin terbang diajukan secara tertulis paling lambat 10 
hari kerja sebelum dilaksanakan penerbangan. 
9. Pemohon tidak diperkenankan melakukan perubahan data apabila 
telah mendapatkan persetujuan izin terbang. 
10. Untuk perubahan data pemohon wajib melakuakan pengajuan baru 
dengan melampirkan formulir flight clearance yang telah 
mendapatkan persetujuan sebelumnya agar dapat segera diproses 
prubahannya.. 
11. Untuk pesawat udara sipil asing yang sudah diberikan flight 
clearance diwajibkan mengisi flight plan atau rencana penerbangan 
dibandara pemberangkatan atau bandara terdekat sebelum 
penerbangan . 
12. Untuk pesawat udara negara asing yang akan melakukan 
penerbangan di wilayah yang tidak ada pangkalan udara TNI 
diwajibkan mengisi flight plan dan memberitahukan kepada 
pangkalan udara TNI terdekat. 
13. Masa berlaku flight clearance dibatasi 14 hari, sedangkan untuk 
jadwal penerbangan yang sudah pasti maksimum 72 jam.  
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Pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat udara asing 
sipil, terlebih lagi oleh pesawat udara militer asing, sering kali ditindak 
secara kaku dengan kekerasan senjata, sepanjang menyangkut pesawat 
sipil, negara yang kedaulatannya telah dilanggar tidak dapat 
menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil harus 
bersikap bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang 
yang ada dalam pesawat. 
Asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (elementary 
considerations of humanity) secara tegas telah dinyatakan sebagai asas 
yang selalu harus melandasi tindakan negara-negara dalam menghadapi 
pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing. 
1.  Hukum Internasional yang mengatur pelanggaran kedaulatan di 
wilayah udara. 
Dalam konteks masyarakat internasional terdapat pengakuan 
bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah 
negaranya tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum 
internasional. Di dalam Hukum udara internasional pelanggaran batas 
wilayah kedaulatan di ruang udara diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan 
Konvensi Chicago 1944. 
Dengan adanya perkembangan masyarakat internasional serta 
hukum internasional dan hukum udara internasional itu sendiri, maka 
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kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya itu tidak lagi 
bersifat penuh dan mutlak.51 
Kedaulatan wilayah udara negara diatur dalam Konvensi Chicago 
1944 yang menyatakan the contracting States recognize that every State 
has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its 
territory. Hukum internasional tidak memberikan hak untuk lintas damai 
melalui ruang udara dan untuk memasuki ruang udara suatu negara 
dibutuhkan ijin dari negara dimana wilayah udaranya akan dimasuki 26 . 
Ruang udara sepenuhnya tunduk kepada kedaulatan (sovereignty) yang 
lengkap dan eksklusip dari negara kolong (subjacent state) sebagaimana 
ditegaskan oleh ketentuan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mengenai 
Penerbangan Sipil Internasional (Convention on International Civil 
Aviation)27. Konvensi Chicago merupakan landasan berpijak dari 
ketentuan-ketentuan hukum udara internasional, di Indonesia ketentuan 
berkaitan dengan kedaulatan udara di atur dalam pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa RI 
memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif atas wilayah udaranya. Dalam 
rangka penegakkan kedaulatan negara atas wilayah udara tersebut, 
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan 
ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, 
pertahanan dan keamanan negara sosial budaya, serta lingkungan udara. 
Penekanan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan kedaulatan 
                                                         
51 Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, 
hlm 169 
 55 
negara termasuk di wilayah udara juga di amanatkan dalam pasal 5 ayat 
(1) Undang- Undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 
Namun, sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara 
nasionalnya sebagaimana diatur dalam Chicago Convention 1944 
berbeda misalnya dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayahnya yang 
mengenal hak lintas damai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. 
Karena sifatnya yang sedemikian, maka di ruang udara nasional tidak 
dikenal hak lintas damai (innocent passage) 28, sehingga dengan 
diratifikasinya UNCLOS 1982, akan terjadi dualisme ketentuan hukum 
yang mengatur wilayah udara yaitu ketentuan hukum udara dan ketentuan 
hukum laut, terutama di wilayah udara di atas di Alur Laut Kepulauan 
Indonesia. 
Dalam hal pelanggaran kedaulatan udara suatu negara yang terjadi 
karena suatu hal maka guna melindungi pesawat udara sipil dari 
kekerasan senjata dari negara yang merasa dilanggar yang sering 
berakibat fatal bagi keselamatan penumpang dan awak pesawat maka 
Konvensi Chicago 1944 (Convention on International Civil Aviation) diubah 
oleh Protocol relating to an amandement to the Convention on 
International Civil Aviation yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 1984 
di Montreal.  
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Bagian yang ditambahkan dalam Konvensi Chicago 1944 adalah 
pasal 3 bis yang mempunyai pokok uraian52: 
1. Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan 
senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya 
dan di dalam hal melakukan prosedur pencegatan (interception), 
negara berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwa manusia 
yang berada dalam pesawat, serta pesawat yang diintersepsi itu 
sendiri. 
2. Ditetapkan bahwa sebagai perwujudan kedaulatan, negara 
berhak memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan 
pelanggaran wilayah udara mendarat di pelabuhan udara 
negara itu yang ditentukan, dalam menerapkan 
kewenangannya, kembali diingatkan agar negara 
memperhatikan ketentuan yang pertama di atas. Selain itu 
negara diminta untuk mengumumkan ketentuan-ketentuan yang 
dibuatnya dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap 
pesawat udara sipil. 
3. Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang 
diberikan oleh negara yang melakukan intersepsi terhadapnya. 
Untuk mendukung prinsip pematuhan ini setiap negara dituntut 
untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasionalnya 
ketentuan bahwa pesawat udara sipil yang terdaftar di 
                                                         
52 Yasidi Hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1994, hlm 20 2 
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negaranya, akan mematuhi instruksi negara yang melakukan 
intersepsi kapan saja pesawat udara sipil itu mengalami kasus 
sedemikian. Juga dituntut agar setiap negara menetapkan 
dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan hukuman 
yang berat bagi para pemilik atau operator pesawat sipil yang 
terdaftar di negaranya, yang melanggar prinsip pematuhan 
dalam menghadapi intersepsi oleh negara lain. 
4. Setiap negara akan mengalami tindakan-tindakan agar pesawat 
udara sipil yang terdaftar di negaranya, tidak dipergunakan 
untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi 
Chicago. 
Walaupun tidak semua negara menjadi pihak atau peserta dari 
kedua konvensi tersebut, namun adanya pengakuan atas kedaulatan 
negara pada ruang udara di wilayahnya serta praktek negara-negara yang 
menghormati isi dari kedua konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kedaulatan setiap negara atas ruang udara di wilayah (daratan maupun 
perairan), sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. 
2. Penerapan Hukum Udara Nasional di Indonesia terhadap 
pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat 
sipil asing  
Negara Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Penerbangan 
Sipil Internasional (ICAO) sejak 27 April 1950 dan telah menyempurnakan 
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undang- undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2009 yang mengacu kepada Konvensi Chicago 1944. 
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 
tentang Penerbangan, pada Bab III Kedaulatan Atas Wilayah Udara pada 
Pasal 4 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdaulat penuh 
dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia yang artinya sebagai 
negara berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 
kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil 
Internasional. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara mendefinisikan Batas Wilayah NKRI di udara mengikuti batas 
kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar 
ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jika 
memperhatikan Tabel-1 dan aplikasi dari Undang-Undang No. 43 Tahun 
2008 tersebut maka secara otomatis Wilayah Udara Indonesia di Batas 
Wilayah Kedaulatan Negara yaitu terutama di atas batas laut teritorial dan 
di atas batas darat yang telah ditetapkan baik secara bilateral maupun 
unilateral, dapat dipetakan dan ditetapkan dengan dasar hukum yang 
berlaku di Indonesia dan sesuai dengan peraturan internasional. Batas 
ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi 
menyinggung batas wilayah maritim yang telah disepakati dan ditetapkan, 
setinggi 110 km2 dan untuk antariksa Indonesia mulai dari 110 -120 km2 
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keatas (Definisi LAPAN). Jika luas wilayah maritim sekitar 6 Juta km2, 
maka perkiraan perhitungan sederhana volumetrik ruang udara Indonesia 
diatas wilayah maritim yang kiranya bermanfaat untuk didayagunakan 
sekitar 660 Juta Km3.  
Ruang udara sebagai wilayah kedaulatan 53 , mempunyai fungsi 
strategis sebagai asset nasional yang berharga, tidak hanya untuk 
kepentingan pertahanan keamanan negara, serta untuk berbagai 
kepentingan sosial dan ekonomi lainnya, baik yang bersifat publik maupun 
privat 8. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya 
sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya, antara lain : bangunan, bangunan gedung bertingkat tinggi, jalan 
layang, jaringan transmisi listrik, jaringan dan menara telekomunikasi, 
frekuensi, jalur penerbangan, pemetaan udara, olahraga dan wisata 
udara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan 
energi angin, bahan baku industri, jalur periodik migrasi burung antar 
wilayah atau benua, dan lain-lain. 
Selanjutnya pada Pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik 
Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 
pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 
negara, penerbangan dan ekonomi nasional. 
                                                         
53 Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 
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Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, pada awalnya negara 
Indonesia menggunakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 
menetapkan zona larangan terbang yang dianggap atas dasar 
pertimbangan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan. 
Namun disesuaikan dengan perkembangan hukum udara 
internasional dan perkembangan yang ada di Indonesia maka peraturan 
yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 6 
yaitu dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah 
udara, Indonesia melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 
pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian 
nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budayam serta 
lingkungan udara, karena itu pemerintah menetapkan zona larangan atau 
pembatasan terbang. 
Beberapa contoh kasus diatas apabila terdapat pesawat udara sipil 
asing yang melanggar wilayah udara atau zona larangan terbang di 
Indonesia maka :54 
1. Personel lalu lintas udara memberikan peringatan agar pesawat 
udara tersebut meninggalkan zona larangan atau pembatasan 
terbang. 
2. Personel lalu lintas udara juga menginformasikan adanya pesawat 
udara yang melanggar zona larangan maupun pembatasan terbang 
kepada aparat yang bertugas di bidang pertahanan negara. 
                                                         
54 Markas Besar TNI AU, 2000, Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara, Jakarta, hlm. . 
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3. Apabila peringatan yang diberikan tidak ditaati maka dilakukan 
tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara (state aircraft) 
untuk keluar wilayah Indonesia atau pembatasan terbang untuk 
mendarat di pangkalan udara atau bandar udara terdekat. 
4. Semua awak pesawat udara beserta muatannya diperiksa dan 
disidik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Semua prosedur diatas merupakan peraturan yang berdasarkan 
pada undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pada 
pasal 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, 
penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, 
pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat 
udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan 
oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
B. Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran 
kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing 
Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas udara dan 
pengamanan atas pesawat-pesawat udara merupakan aspek sangat 
penting dalam pengaturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Negara 
– negara di dunia internasional sering membuat kesepakatan-
kesepakatan bilateral atau regional dibidang kerjasama pengawasan 
ataupun keamanan dalam lalu lintas udara internasional. 
Pelanggaran wilayah udara (aerial instrusion) keadaan dimana 
pesawat terbang asing yang memasuki wilayah udara nasional tanpa ijin. 
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Masuknya pesawat udara asing ke wilayah udara nasional tanpa ijin ada 
yang disengaja misalnya penerbangan gelap (black flight) untuk maksud-
maksud tertentu dan ada pula yang tidak disengaja misalnya tersesat 
(aircraft in distress). 
Pengawasan (control) kegiatan penerbangan yang dilakukan 
pesawat udara asing  diruang udara nasional masih memiliki hambatan-
hambatan yaitu:55 
- Terbatasnya Skadron Udara Tempur Sergap di Wilayah 
Indonesia, mengingat wilayah udara Indonesia sangat luas. 
- Terbatasnya Radar Militer yang beroperasi di wilayah 
Indonesia, dimana radar sangat vital untuk mengetahui dan 
mendeteksi setiap penerbangan pesawat yang masuk di 
wilayah NKRI. 
- Belum adanya satelit yang mampu mendeteksi semua 
kegiatan pengindraan jarak jauh. 
Penegakkan hukum adalah suatu upaya dari mempertahankan 
kedaulatan negara, Indonesia sebagai negara yang berdaulat menetapkan 
seperangkat aturan hukum untuk mengatur, mengendalikan dan 
menegakkan hukum di wilayah udara yang berada di bawah yurisdiksi 
Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan 
                                                         
55 Hasil wawancara asisten intelejen kosekhanudnas II 
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atau kawasan udara terlarang sebagaimanan dimaksud di atas, dilakukan 
oleh Tentara Nasional Indonesia.56 
Sesuai dengan pasal 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, 
Angkatan Udara bertugas antara lain ; melaksanakan tugas TNI matra 
udara di bidang pertahanan; menegakan hukum dan menjaga keamanan 
di wilayah udara Yuridiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum 
nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan 
tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 
udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. 
Untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugas penegakan 
kedaulatan dan hukum di ruang udara nasional tersebut, maka dibutuhkan 
peran Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Karena 
Kohanudnas memiliki kemampuan deteksi, identifikasi dan penindakan 
terhadap seluruh wahana udara yang melakukan pelanggaran terhadap 
wilayah udara Republik Indonesia. Sementara itu, dalam melaksanakan 
tugas tersebut, Kohanudnas melaksanakan Operasi Pertahanan Udara, 
baik aktif maupun pasif.57 
Hakekat Operasi Pertahanan Udara adalah merupakan kegiatan 
sebagai upaya mempertahankan kedaulatan wilayah nasional terhadap 
setiap ancaman yang menggunakan media udara.Upaya pertahanan 
tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI maupun 
                                                         
56 Puspen TNI, 2006, Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Ruang Udara Nasional  
http://www.tni.mil.id/view-3001-penegakan-kedaulatan-dan-hukum-di-ruang-
udara-nasional.html , (07 September 2014) 
57 Hasil wawancara Major sus Muhtar kosekhanudnas II 
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Sipil yang berkemampuan pertahanan udara dengan asas-asas operasi 
pertahanan yang memiliki sasaran keunggulan udara dan tegaknya 
hukum di wilayah udara nasional. 
Selain itu Negara Indonesia juga berupaya memperbaharui serta 
melengkapi alutsista dibidang pertahanan udara, seperti memperbaharui 
pesawat-pesawat milik Tentara Nasional Indonesia (TNI AU), 
memperbaharui radar-radar yang ada guna mendeteksi kedatangan 
pesawat-pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. 
Upaya – upaya lain yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam 
penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara 
Indonesia oleh pesawat sipil asing adalah membentuk Air Defence 
Identification Zone (ADIZ) dan Restricted dan Prohibited Area (daerah 
terbatas dan terlarang), dengan mempertimbangkan sistem dan 
kemampuan unsur-unsur pertahanan udara.58 
ADIZ adalah suatu ruang udara tertentu yang didalamnya pesawat 
harus memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah yang dimaksud. 
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah praktek internasional yang telah 
menjadi kebiasaan internasional (customary international law).59 
Dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan 
kesejahteraan nasional dengan pertahanan negara di wilayah kedaulatan 
ruang udara, upaya yang dilakukan adalah membangun, membina dan 
                                                         
58 ibid 
59 Markas Besar TNI AU, 2000, Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara, Jakarta, hlm. 8. 
 65 
memperkuat sumber daya dan kekuatan tangkal yang mampu 
meniadakan setiap ancaman dan atau pelanggaran hukum di ruang udara 
baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 
Hambatan dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran 
Kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat Sipil Asing adalah 
kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai operator pengatur lalu 
lintas ruang udara menjadi salah satu kunci utama pengelolaan wilayah 
udara nasional. Keterbatasan kemampuan SDM di bidang teknologi yang 
dimiliki operator Indonesia dan dukungan alat peralatan navigasi maupun 
radar pengatur lalu lintas ruang udara telah mempengaruhi kemampuan 
negara Indonesia mengelola wilayah udara nasional. 
Penetapan ADIZ suatu negara didasarkan pada dua hal yang 
menjadi dasar yaitu : pertama, mengikuti perkembangan dunia dimana 
teknologi penerbangan sudah semakin maju. Kedua, Penetapan ADIZ 
bukan semata- mata untuk kepentingan pengaturan lintas udara ataupun 
mencari keuntungan dalam pengaturannya, akan tetapi untuk kepentingan 
pertahanan dari Negara tersebut. Penetapan ADIZ Indonesia yang diikuti 
dengan penegakan ADIZ bagi pesawat yang tidak melakukan identifikasi 
dilakukan dengan cara tegas, oleh karena itu ADIZ Indonesia harus 
didukung oleh Alutsista yang memadai. Dibandingkan dengan luas 
wilayah udara yang harus dipertahankan maka Alutsista TNI AU belum 
mencukupi.60 
                                                         
60 Mirtusin, “Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna menegakkan Hukum dan 
Kedaulatan di Wilayah Udara dalam Rangka Menjamin Keutuhan Wilayah Kesatuan 
Republik Indonesia”, Lembang, 2012 
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C. Upaya pengendalian wilayah dirgantara terhadap penerbangan 
pesawat asing  
Upaya pengaturan lalu lintas ruang udara Indonesia guna 
memantapkan stabilitas keamanan wilayah udara nasional dalam rangka 
memperkokoh kedaulatan NKRI, diperlukan upaya-upaya antara lain 
sebagai berikut :61 
1. Penerapan Teori Penguasaan Cooper. 
Teori Cooper ini telah dipergunakan oleh Amerika Serikat dan 
Canada dengan ADIZ dan CADIZ. Kemampuan untuk menguasai 
ruang udara melalui teknologi yang dimiliki oleh Indonesia akan 
menunjang penegakkan ADIZ Indonesia yang berfungsi sebagai 
zona identifikasi, di mana pesawat asing melaporkan rencana 
penerbangan. 
2. Penerapan Teori ADIZ.  
ADIZ sebagai wilayah untuk melakukan identifikasi sebelum 
pesawat terbang asing memasuki wilayah udara kedaulatan, 
dimulai dari luar wilayah kedaulatan udara suatu negara hingga 
memasuki wilayah kedaulatan udaranya. Penentuan ADIZ didasari 
dengan perhitungan terhadap ancaman yang benar-benar 
potensial, dana lokasi obyek-obyek vital nasional yang mendapat 
prioritas untuk dipertahankan dari kemungkinan ancaman serangan 
udara lawan. 
                                                         
61 Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, November, 2013, Edisi 16, Op.Cit hlm. 74-76. 
 67 
3. Penerapan pasal 51 Piagam PBB. 
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah asas bela diri (self defence) 
yang diakui dalam pasal 51 PiagamPBB. Ketentuan dalam pasal 51 
piagam PBB tersebut bukan semata-mata menciptakan hak, tetapi 
secara eksplisit hak membela diri itu memang diakui menurut 
prinsip- prinsip ketentuan internasional. 
4. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara. 
Dalam pasal 6 UU No.3 tahun 2002 menyebutkan, bahwa 
pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun 
dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta 
menanggulangi setiap ancaman. Pertahanannegarabertujuan untuk 
menjaga dan melindungi kedaulatan negara, termasuk wilayah 
kedaulatan atas ruang udara nasional, sehingga keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap 
bangsa dari segala bentuk ancaman dapat terhindar. 
5. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia. 
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan 
pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan 
bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi 
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militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas 
pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 
6. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara. 
Di dalam pasal 10 huruf e Undang-undang RI Nomor. 43 tahun 
2008 disebutkan, bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan 
kawasan perbatasan, maka Pemerintah berwenang untuk 
memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi 
wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan. Terkait 
dengan keberadaan ADIZ Indonesia, maka perlu adanya 
identifikasi penerbangan internasional sebelum memasuki wilayah 
udara teritorial, sehingga dapat diketahui apakah penerbangan 




















1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia 
(the biggest archipelagic state in the world), terletak pada posisi 
silang dan secara geografis sangat strategis menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang memiliki ruang udaranya sangat padat 
dengan pelintasan alat angkut air maupun udara nasional maupun 
internasional. Padatnya ruang udara, tentunya dapat membawa 
dampak menguntungkan maupun merugikan negara Indonesia 
sebagai konsekuensi letak geografis Indonesia, di antaranya sering 
terjadi berbagai permasalahan dan pelanggaran, baik terhadap 
hukum nasional maupun internasional. 
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong 
perkembangan industri penerbangan sangat pesat, sehingga usaha 
dunia penerbangan juga tumbuh semakin subur. Dengan semakin 
berkembangnya industri penerbangan akan menambah semakin 
padatnya jalur lintasan penerbangan di atas wilayah kedaulatan 
NKRI yang memerlukan keamanan dan keselamatan penerbangan. 
Dengan demikian, pengelolaan wilayah udara nasional menjadi 
perhatian dan prioritas dibangun untuk mendukung dunia usaha 
penerbangan yang kian menjamur. 
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3. Kualitas sumber daya manusia (SDM )sebagai operator pengatur 
lalu lintas ruang udara menjadi salah satu kunci utama pengelolaan 
wilayah udara nasional. Keterbatasan kemampuan SDM di bidang 
teknologi yang dimiliki operator Indonesia dan dukungan alat 
peralatan navigasi maupun radar pengatur lalu lintas ruang udara 
telah mempengaruhi kemampuan negara Indonesia mengelola 
wilayah udara nasional berkaitan dengan pengaturan lalu lintas 
ruang udara yang selama ini dilakukan oleh negara asing 
(Singapura). 
4. Pengaturan lalu lintas ruang udara Indonesia oleh negara asing 
selain berdampak terjadinya pelanggaran wilayah udara oleh 
pesawat udara asing, sehingga memperlemah aspek pertahanan 
negara karena mengganggu keamanan dan kedaulatan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, dari aspek 
ekonomi tentunya akan merugikan negara Indonesia karena negara 
tidak memperoleh fee penerbangan yang melintasi wilayah udara 
Indonesia yang ditarik oleh negara lain. 
 
B. Saran 
1. Pertumbuhan industri penerbangan yang begitu pesat menuntut 
pemenuhan SDM yang berkualitas untuk menangani operasional 
industri penerbangan di Indonesia. Mengingat kebutuhan SDM 
penerbangan di tahun mendatang akan semakin kompleks 
dihadapkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi, sehingga perlu adanya penambahan lembaga-lembaga 
pendidikan kejuruan penerbangan guna menyiapkan tenaga-
tenaga terampil di bidang penerbangan yang dilengkapi dengan 
peralatan instruksi modern guna meningkatkan skill hasil didik 
yang berkualitas dalam mengelola wilayah udara nasional 
Indonesia. 
2. Ketentuan-ketentuan tentang hak lintas di wilayah udara Alur Laut 
Kepulauan Indonesia (ALKI), diharapkan menghargai prinsip-
prinsip hukum udara seperti dalam Konvensi Chicago dan 
ketentuan hukum internasional serta nasional. Oleh karenanya, 
disarankan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 
37 tahun 2002, khususnya hal-hal yang terkait dengan hak dan 
kewajiban pesawat udara asing yang melintas di wilayah udara 
Alur Laut Kepulauan Indonesia. 
3. Langkah konkret yang bersifat komprehensif dan perlu segera 
dilakukan untuk mendukung upaya pengambil alihan pengaturan 
lalu lintas ruang udara Indonesia dari negara asing, salah satunya 
dengan melakukan pengelolaan Air Traffic Services (ATS) dalam 
satu wadah organisasi ATS Single Provider. Dengan adanya ATS 
Single Provider diharapkan keselamatan dan keamanan 
penerbangan dapat terwujud, sehingga negara Indonesia mampu 
mengatur lalu lintas ruang udaranya dan mendapat kepercayaan 




Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum 
Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta. 
Likadja, Frans. 1987. Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta, Jakarta.  
Mabesau.  2006 .Dasar-Dasar Hukum Udara Bagi Pelaksanaan Operasi 
Udara TNI Angkatan Udara. Jakarta: Cet. III 
Makarim, A Mufti. 2005. Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah 
Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan 
Aspek Politik, Yuridis dan Operasional. 
Martono. 1987. Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, 
Bandung: Alumni.  
Martono dan Melayu, Usman. 1996. Perjanjian Angkutan Udara Di 
Indonesia.Mandar Maju : Bandung. 
Markas Besar TNI AU, 2000, Buku Panduan Perwira Hukum Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Udara, Jakarta 
Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan 
Fungsi  dalam Era Dinamika Global. Edisi Kedua. PT. 
Alumni. Bandung.  
Moegandi, Achmad. 1996.Mengenai Dunia Penerbangan Sipil cetakan 
pertama. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.  
Parthiana, I Wayan. 1990. Pengantar Hukum Internasional, Penerbit 
Mandar Maju, Bandung.  
Rudy, T. May. 2001. Hukum Internasional 2, PT Refika Aditama, Bandung.  
Starke, JG. 1999. Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, 
Sinar Grafika, Jakarta. 
Suherman, E. 1984 Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Bandung: 
Penerbit Alumni.  
Syahmin AK, Meria Utama, Akhmad Idris. 2012. Hukum Udara dan Luar 





Peraturan Perundang-Undangan Dan Konvensi 
Convention Relating to the Reguation of Aerial Navigation, signed at Paris 
on 13 Oktober 1919. 
Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7 
December 1944. 
United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
Peraturan Presiden RI No 5 tahun 2005 tentang Pengesahan Chicago 
Convention 
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 Ratifikasi UNCLOS  
Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
Undang – Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan  
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan  
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
Jurnal  
Mirtusin, Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna menegakkan Hukum 
dan Kedaulatan di WILAYAH Udara dalam Rangka Menjamin 
Keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Lembang, 2012 
Websites 
http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-
negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-
konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturnya/  
http://www.negarahukum.com/hukum/ruang-udara.html 
http://lawlowlew.blogspot.com/2013/07/hukum-udara-dan-angkasa-
kejahatan.html 
